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ABSTRACT

Land redistribution is one of the main instruments in the Agrarian Reform
program aimed at reducing land ownership inequality and promoting social justice.
This study examines the dynamics of land redistribution for East Timorese ex-
transmigrant refugees in Sumberklampok Village, Buleleng Regency, Bali. The
primary focus lies on the history of land occupation, the process of determining the
subjects and objects of redistribution, and the fulfillment of justice following the
redistribution. The research adopts a qualitative approach, utilizing data collection
techniques such as document studies, field observations, and in-depth interviews.
The findings show that although the land has been managed for more than two
decades by the East Timorese refugee community, its status as forest land has
hindered the certification process. After a long struggle, part of the area was
eventually released and residential land was redistributed to 107 households.
However, internal community dynamics and data inconsistencies caused the
redistribution process to proceed gradually and face significant challenges. In
general, the program has provided legal protection and a sense of security for the
community, but it has not fully fulfilled the principles of distributive justice, as
cultivated land has not yet been included in the redistribution program.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara agraris, Indonesia menghadapi permasalahan serius terkait
tanah, yang menjadi salah satu hambatan utama dalam pembangunan nasional.
Permasalahan tersebut telah berlangsung selama puluhan tahun, terutama
dalam hal ketimpangan distribusi tanah dan hak atas kepemilikan tanah. Hal
tersebut diperparah oleh konflik-konflik kepemilikan tanah, perubahan fungsi
tanah, serta ketidakjelasan dalam kebijakan redistribusi tanah. Dalam upaya
mengatasi kesenjangan kepemilikan dan penguasaan tanah antara pemodal
besar dan petani kecil, yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sektor agraria, pemerintah
meluncurkan program reforma agraria. Program ini menitikberatkan pada
penataan kepemilikan tanah serta redistribusi tanah untuk kepentingan
pertanian. Langkah ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-
Undang Pokok Agraria (Arifin & Wachidah, 2023). Sebagaimana diatur dalam
dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), pemerintah terus berupaya
melaksanakan program reforma agraria untuk mencapai keadilan dalam
penguasaan tanah. Salah satu langkah konkrit yang diambil adalah dengan
menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma
Agraria (selanjutnya disebut sebagai Perpres Reforma Agraria). Peraturan ini
secara rinci mengatur tentang teknis pelaksanaan reforma agraria.

Dalam pasal 2 Perpres Reforma Agraria, dijelaskan bahwa tujuan utama
dari program ini untuk mengurangi kesenjangan dalam kepemilikan dan
penguasaan tanah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perpres ini
juga mencakup langkah-langkah penanganan sengketa agraria dan pelaksanaan
redistribusi tanah sebagai upaya untuk memperbaiki kondisi sosial-ekonomi
masyarakat (Sudarmanto dkk., 2023). Urgensi dari reforma agraria ini adalah
sebagai upaya pemerintah dalam memperbaiki kebijakan yang mengatur
penguasaan dan kepemilikan tanah. Melalui redistribusi tanah, diharapkan
terjadi peningkatan taraf hidup petani dan tercipta pemerataan dalam

pembangunan sosial-ekonomi masyarakat (Winata & Sinaga, 2019).



Reforma Agraria menjadi program strategis Kementerian ATR/BPN
karena sejalan dengan visi Nawacita Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko
Widodo, yang mengharuskan kegiatan Reforma Agraria ini berjalan seperti
sedia kala, sehingga seluruh Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan
Kota/Kabupaten melaksanakan kegiatan ini (Ikhsan & Muhammad, 2019).
Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng menjadi salah satu Kantor Pertanahan
yang melaksanakan program Reforma Agraria, pelaksanaan terdiri dari
penataan aset dan penataan akses. Penataan aset dilakukan berupa Pendaftaran
Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Redistribusi Tanah.

Desa Sumberklampok, yang terletak di bagian barat laut Bali, merupakan
salah satu daerah yang menjadi fokus program redistribusi tanah dalam rangka
reforma agraria. Desa Sumberklampok terdiri dari kelompok masyarakat asli
dan masyarakat pengungsi eks transmigran Timor Timur, masyarakat tersebut
merupakan masyarakat asli Bali yang pada tahun 1985 mengikuti program
pemerintah bertransmigrasi ke Timor Timur, namun pada tahun 1999 sejak
referendum yang menyatakan Timor Timur merdeka dari Indonesia, demi
faktor keamanan mereka kembali ke Bali. Ketika kembali, masyarakat
pengungsi eks transmigran Timor Timur ini sudah tidak memiliki aset di
kampung halaman mereka. Sebagai bentuk kebijakan pemulihan sosial-
ekonomi, pemerintah memberikan tanah kosong di Desa Sumberklampok
untuk mereka garap dan tempati. Sebanyak 107 kepala keluarga masyarakat
pengungsi eks transmigran Timor Timur mengelola tanah tersebut selama
bertahun-tahun (Prasetya, 2024). Namun, hingga saat ini, status hukum tanah
yang mereka garap masih belum jelas, sehingga mereka tidak dapat memiliki
sertipikat kepemilikan yang sah.

Proses redistribusi tanah ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan
kepemilikan tanah dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang
belum memiliki hak formal atas tanah mereka. Program ini melibatkan
kolaborasi berbagai kementerian untuk menyelesaikan sengketa agraria dan
memberikan keadilan bagi masyarakat (Jingga, 2021). Namun, tantangan
utama yang dihadapi dalam redistribusi tanah ini adalah status tanah yang

sebagian besar terletak dalam kawasan hutan negara. Meskipun masyarakat



pengungsi eks transmigran Timor Timur telah lama mengelola tanah tersebut,
statusnya sebagai kawasan hutan menghambat penerbitan sertifikat hak milik
(SHM). Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan pelepasan status kawasan
hutan agar masyarakat dapat memperoleh hak kepemilikan yang sah. Proses ini
mencerminkan perjuangan panjang masyarakat terdampak dan membutuhkan
kebijakan yang menyeluruh, koordinasi lintas kementerian, serta kejelasan
mekanisme dalam pengakuan hak atas tanah.

Pada akhir tahun 2022, harapan masyarakat pengungsi eks transmigran
Timor Timur mulai menemukan titik terang setelah pemerintah, melalui
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), resmi melepaskan
sebagian tanah dari status kawasan hutan. Langkah ini menjadi dasar bagi
pelaksanaan program redistribusi tanah pada awal tahun 2024 bagi masyarakat
pengungsi eks transmigran Timor Timur. Namun, berdasarkan data dari Kantor
Pertanahan Kabupaten Buleleng, pelaksanaan redistribusi ini masih
menghadapi kendala, seperti ketidakjelasan subjek penerima hak atas tanah
serta keberatan masyarakat terkait cakupan program. Hingga saat ini,
redistribusi baru mencakup tanah pekarangan, sementara tanah pertanian yang
mereka garap belum masuk dalam program pelepasan kawasan hutan dan
redistribusi.

Penelitian ini dilakukan untuk mendalami kompleksitas persoalan
redistribusi tanah di Desa Sumberklampok. Analisis terhadap kompleksitas
persoalan ini penting untuk memahami tantangan yang ada serta menyusun
rekomendasi yang tepat guna mendorong keadilan agraria dan kesejahteraan
masyarakat di wilayah tersebut. Diharapkan hasil penelitian ini tidak hanya
memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang masalah
redistribusi tanah bagi masyarakat pengungsi eks transmigran Timor Timur di
Desa Sumberklampok tetapi juga menjadi masukan berharga bagi para
pemangku kebijakan dalam mengoptimalkan program reforma agraria dan

pengelolaan sumber daya alam di Indonesia secara adil dan berkelanjutan.

Rumusan Masalah
Reforma agraria diupayakan untuk mengatasi ketimpangan kepemilikan

dan penguasaan tanah, bukan hanya melalui redistribusi tanah semata. Reforma



agraria diharapkan dapat mendorong terciptanya pemerataan kepemilikan
tanah, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan dan keadilan
bagi masyarakat (Alvian & Aries Mujiburohman, 2022). Pelaksanaan reforma
agraria melalui redistribusi tanah dan pendaftaran tanah bukan hanya bertujuan
untuk mendistribusikan tanah, tetapi juga merupakan bentuk nyata dari
pelayanan publik di sektor agraria (Sudarmanto dkk., 2023).

Distribusi tanah yang tidak merata dan ketimpangan dalam kepemilikan
tanah menjadi permasalahan serius yang menghambat kesejahteraan
masyarakat, terutama bagi kelompok rentan seperti komunitas masyarakat
pengungsi eks transmigran Timor Timur di Desa Sumberklampok, Kabupaten
Buleleng, Bali. Komunitas ini, yang terdiri dari masyarakat pengungsi eks
transmigrasi dari Timor Timur pasca-referendum tahun 1999, menghadapi
tantangan adaptasi sosial dan ekonomi di Bali serta sulit mendapatkan akses
dan legalitas tanah yang dikelola karena tanah yang mereka kuasai selama
beberapa tahun berada di dalam kawasan hutan.

Pemerintah telah meluncurkan program reforma agraria untuk mengurangi
ketimpangan kepemilikan tanah. Namun, di Sumberklampok, pelaksanaan
program ini menghadapi berbagai kendala, terutama karena sebagian besar
tanah yang digarap masyarakat pengungsi eks transmigran Timor Timur masih
berstatus kawasan hutan negara. Pada tahun 2024 proses pelepasan kawasan
hutan yang dilanjutkan dengan kegiatan redistribusi tanah untuk masyarakat
pengungsi eks transmigran Timor Timur dilaksanakan, namun dalam
pelaksanaannya mengalami permasalahan seperti ketidakjelasan subjek dan
protes masyarakat dikarenakan program tersebut hanya dilakukan di tanah
pekarangan mereka sedangkan tanah pertanian yang mereka garap belum
dilaksanakan.

Berdasarkan uraian tersebut pertanyaan dari penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana riwayat penguasaan dan penggarapan tanah masyarakat
pengungsi eks transmigran Timor Timur di Desa Sumberklampok?

2. Bagaimana dinamika pelaksanaan redistribusi tanah masyarakat penungsi
eks transmigran Timor Timur dalam kaitannya dengan penetapan subjek

dan objek redistribusi tanah di Desa Sumberklampok?



3. Bagaimana pemenuhan rasa keadilan pasca pelaksanaan redistribusi tanah

dalam persepsi masyarakat pengungsi eks transmigran Timor Timur di Desa

Sumberklampok?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan yang

ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.

Mengetahui riwayat penguasaan dan penggarapan tanah masyarakat
pengungsi eks transmigran Timor Timur di Desa Sumberklampok.
Mengetahui dinamika pelaksanaan redistribusi tanah masyarakat pengungsi
eks transmigran Timor Timur dalam kaitannya dengan penetapan subjek
dan objek redistribusi tanah di Desa Sumberklampok.

Menganalisis pemenuhan rasa keadilan pasca pelaksanaan redistribusi tanah
dalam persepsi masyarakat pengungsi eks transmigran Timor Timur di Desa
Sumberklampok.

Selain tujuan yang ingin dicapai, manfaat penelitian secara teoritis dan

praktis terkait isu redistribusi tanah di Desa Sumberklampok adalah sebagai

berikut:
1.

Secara ilmiah, penelitian ini akan memberikan kontribusi terhadap
pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang agraria dan sosial, terutama
terkait proses redistribusi tanah dan tantangan yang dihadapi oleh
masyarakat pengungsi eks transmigran Timor Timur. Dengan menghasilkan
data empiris, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih
mendalam mengenai dinamika redistribusi tanah di Desa Sumberklampok,
yang diharapkan dapat menjadi referensi penting bagi studi-studi
selanjutnya yang membahas isu serupa.dan untuk memahami konteks lokal
yang spesifik.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi
praktis kepada para pembuat kebijakan dan pemerintah dalam merancang
dan mengimplementasikan program redistribusi tanah serta reforma agraria
yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya bagi
kelompok masyarakat pengungsi eks Timor Timur di Desa

Sumberklampok.



BAB VII
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Masyarakat pengungsi eks transmigran Timor Timur di Desa Sumberklampok,
memiliki riwayat panjang terkait penguasaan dan penggarapan tanah. Berawal
dari tahun 1999 sejak jajak pendapat yang menyatakan Timor Timur merdeka,
masyarakat Bali yang bertransmigrasi kembali ke Bali dan oleh pemerintah
terhadap masyarakat yang sudah tidak memiliki tempat, ditempatkan di
kawasan hutan produksi di Desa Sumberklampok. Bertahun-tahun masyarakat
pengungsi eks transmigran Timor Timur menggarap dan menguasai tanah
permukiman dan tanah garapan tanpa kejelasan dari legalitas tanah tersebut.
Setelah bertahun-tahun berjuang, perhatian pemerintah mulai muncul pada
tahun 2018 dengan verifikasi dan identifikasi penguasaan tanah kepada
masyarakat pengungsi eks transmigran Timor Timur. Hingga pada akhir tahun
2022 kawasan tersebut dilepaskan dari kawasan hutan, walaupun baru tanah
pekarangan saja. Kemudian dilanjutkan dengan program redistribusi tanah
pada awal tahun 2024.

2. Pelaksanaan redistribusi tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng
sesuai dengan Perpres 62 Tahun 2023 namun dalam pelaksanaannya
mengalami dinamika dalam penetapan subjek dan objek redistribusi tanah.
Terdapat perpecahan dalam kelompok kerja masyarakat pengungsi eks
transmigran Timor Timur yang mengakibatkan perbedaan pandangan
mengenai pelaksanaan redistribusi. Beberapa anggota kelompok pertama
menolak proses tersebut karena ingin agar redistribusi tanah garapan juga
disertakan. Sidang GTRA pertama merekomendasikan 94 KK sebagai subjek
redistribusi dan 94 bidang tanah sebagai objek redistribusi tanah, sementara 13
KK dan 14 bidang tanah (1 bidang dipecah menjadi 2 bidang karena batas
alam) lainnya ditunda karena keberatan masyarakat. Setelah peninjauan ulang
pada Januari 2025 melalui rapat GTRA, rekomendasi untuk 13 KK dan 14
bidang tanah tersebut akhirnya diterima, meskipun proses penetapan subjek
dan objek redistribusi belum bisa dilanjutkan karena tidak bisa menggunakan

anggaran redistribusi tanah tahun 2024.
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3. Berdasarkan perspektif masyarakat pengungsi eks transmigran Timor Timur
pasca redistribusi tanah, memiliki pendapat yang berbeda-beda. Pertama dalam
pemberian hak yang sebanding, masyarakat pengungsi eks transmigran Timor
Timur yang tergabung dalam kelompok kerja kedua yang mendukung penuh
terhadap semua keputusan pemerintah menilai bahwa pemberian hak telah
dilakukan secara adil dan merata, seluruh masyarakat pengungsi eks
transmigran Timor Timur mendapatkan sertipikat dengan luasan sesuai dengan
luas tapak rumah yang mereka tempati dari awal, disisi lain masyarakat
pengungsi eks transmigran Timor Timur yang tergabung dalam kelompok kerja
pertama menilai program tersebut tidak dilakukan secara adil karena
seharusnya program redistribusi tanah dijalankan bersamaan dengan tanah
garapan mereka. Kedua dalam jaminan perlindungan hukum, seluruh
masyarakat pengungsi eks transmigran Timor Timur setuju bahwa dengan
adanya sertipikat tanah pekarangan mereka merasa aman, karena sudah
memiliki legalitas yang sah secara hukum. Ketiga dalam perlindungan
kesewenang-wenangan pihak lain, kekhawatiran masyarakat pengungsi eks
transmigran Timor Timur terkait tindak penyerobotan batas tanah telah hilang
sejalan dengan adanya sertipikat tanah. Dan yang terakhir dalam kebebasan
menjalankan aktivitas sehari-hari, masyarakat pengungsi eks transmigran
Timor Timur yang dulunya tidak bebas dalam mengelola dan menempati tanah
mereka, sekarang sudah merasa aman setelah diterbitkannya sertipikat tanah
pekarangan karena secara aturan masyarakat pengungsi eks transmigran Timor
Timur sudah sepenuhnya mendapatkan kebebasan untuk mengelola tanah
pekarangan mereka. Dilihat dari perspektif diatas, masyarakat pengungsi eks
transmigran Timor Timur sudah merasa adil terhadap redistribusi tanah yang

telah dilaksanakan terhadap tanah pekarangan mereka.

B. Saran

1. Untuk Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng
Kantor Pertanahan diharapkan dapat memberikan perhatian khusus pada
percepatan proses penyelesaian legalitas tanah garapan masyarakat eks
transmigran Timor Timur. Dengan adanya kepastian hukum atas tanah

garapan, masyarakat akan merasa lebih tenang dan mampu memanfaatkan
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tanah secara produktif. Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng juga harus
segera menyelesaikan penerbitan sertipikat sisa redistribusi tanah untuk
masyarakat pengungsi eks transmigran Timor Timur. Selain itu, transparansi
informasi dalam setiap tahapan redistribusi tanah perlu terus dijaga agar

masyarakat memahami prosesnya dengan baik dan merasa dilibatkan.

. Untuk UPTD KPH Bali Utara

Pejabat atau yang mewakili pengurusan kehutanan di Desa Sumberklampok
agar dapat memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada masyarakat,
agar informasi yang sampai di masyarakat tidak simpang siur, sehingga tidak

ada kesalahpahaman antara masyarakat dengan pemerintah.

. Untuk Pemerintah Kabupaten Buleleng

Pemerintah Kabupaten Buleleng dapat terus mendukung program reforma
agraria dengan memfasilitasi kebutuhan masyarakat, seperti pemberdayaan
ekonomi dan pendampingan usaha. Upaya ini dapat dilakukan melalui integrasi
lintas sektor, termasuk pemberian akses terhadap modal, pelatihan
keterampilan, dan penyediaan sarana produksi. Pemerintah juga diharapkan
mampu menjaga komunikasi yang baik dengan masyarakat untuk meredam

potensi konflik yang muncul.

. Untuk Pemerintah Desa Sumberklampok

Pemerintah Desa memiliki peran penting dalam menjaga harmoni di tengah
masyarakat. Desa dapat berperan aktif dalam memberikan sosialisasi tentang
hak dan kewajiban masyarakat terkait redistribusi tanah serta mendukung
mediasi antar kelompok masyarakat yang memiliki pandangan berbeda. Selain
itu, desa dapat menjadi penghubung antara masyarakat dan instansi pemerintah

untuk memastikan aspirasi warga tersampaikan dengan baik.

. Untuk Masyarakat Pengungsi Eks Transmigran Timor Timur

Masyarakat eks Timor Timur diharapkan tetap aktif berpartisipasi dalam
program reforma agraria dengan mengikuti setiap tahapan yang telah
ditetapkan pemerintah. Selain itu, pemanfaatan tanah yang telah bersertifikat
untuk kegiatan produktif seperti pertanian atau usaha kecil perlu terus

dikembangkan agar kesejahteraan keluarga meningkat. Masyarakat juga
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diharapkan menjaga semangat kebersamaan dan menghindari konflik internal

demi tercapainya tujuan bersama.

. Para Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini telah membahas riwayat penguasaan tanah pelepasan kawasan
hutan oleh masyarakat pengungsi eks transmigran Timor Timur di Desa
Sumberklampok serta dinamika redistribusi tanah dan persoalan keadilan yang
menyertainya. Untuk itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas
kajian dengan meneliti dampak sosial dan ekonomi yang dirasakan oleh
masyarakat setelah menerima redistribusi tanah, termasuk perubahan dalam
taraf hidup dan keberlanjutan mata pencaharian. Selain itu, penelitian
mengenai peran kelembagaan lokal dalam pengelolaan tanah hasil redistribusi
juga penting untuk melihat sejauh mana keberhasilan program reforma agraria
di tingkat tapak. Penelitian komparatif dengan wilayah lain yang mengalami
proses redistribusi serupa juga dapat memberikan perspektif yang lebih luas.
Tak kalah penting, pendalaman perspektif gender dalam akses dan kontrol atas
tanah, serta studi longitudinal untuk menilai keberlanjutan kepemilikan dan
penggunaan tanah dalam jangka panjang, menjadi ruang terbuka bagi
penelitian lanjutan yang dapat memperkaya pemahaman tentang pelaksanaan

reforma agraria di Indonesia.
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